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Abstract 
 

This article provides a review of the theories that are widely used in the study of 
tax compliance behavior on individual taxpayers. Tax compliance research starts 
from a traditional model that assumes taxpayer as a rational individual who 
maximizes utility under conditions of uncertainty. This traditional model ignores 
the psychological aspect of human behavior. Tax compliance studies also raise 
psychological issues such as justice, tax norms. The development of the tax 
compliance model further integrates economic and psychological factors in tax 
compliance decision making. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Artikel ini bertujuan untuk mengulas teori-teori dalam penelitian 

perpajakan sehingga dapat memetakan faktor psikologis dan situasional yang 
diprediksi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Literatur kepatuhan 
perpajakan tradisional atau Beckerian model menunjukkan bahwa kepatuhan 
pajak mayoritas ditentukan oleh pemeriksaan pajak (tax audit) dan denda pajak. 
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa motivasi terbesar kepatuhan wajib 
pajak ditentukan oleh pemeriksaan pajak dan denda pajak (misalnya Witte dan 
Woodbury 1985, Andreoni et. al. 1998). Namun, Alm et al. (1992)  menyatakan 
bahwa deterrence factor (yaitu pemeriksaan dan denda pajak) tidak cukup efisien 
untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena probabilitas aktual wajib pajak 
pribadi untuk diperiksa dan denda pajak masih cukup rendah.  

Andreoni et. al. (1998) menekankan perlunya mengeksplorasi faktor 
psikologi, moral dan pengaruh sosial. Literatur kepatuhan pajak menunjukkan 
non deterrence factor diantaranya motivasi sosial (misalnya etika, norma sosial, 
keadilan, dan kewajaran) dan sifat egois wajib pajak (James et al. 2001), konsep 
moral (Kaplan et al. 1997) dan etika (Ghosh dan Grain 1996) sebagai variabel 
perilaku untuk menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, 
perkembangan teori dalam bidang kepatuhan pajak pada saat ini  memandang 
variabel-variabel psikologi-sosial sama pentingnya dengan variabel-variabel 
deterrence (Kirchler, et al. 2008).  
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Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat didefinisikan sebagai suatu 
perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu 2000). Terdapat dua macam 
kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal 
adalah suatu perilaku di mana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan 
secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang 
perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku di mana Wajib Pajak 
secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai 
isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu 2000).    

Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan isu penting yang menjadi 
perhatian pemerintah dan akademisi. Pajak merupakan mayoritas sumber 
penerimaan negara namun dibandingkan dengan sesama negara di kawasan 
ASEAN, tax ratio Indonesia masih rendah. Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pramudito 
menyatakan bahwa sejak 2012 hingga 2014 rasio pajak Indonesia hanya 11,9%, 
dimana angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura 
14%, Filipina 12,9%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 16,1% (Apriani, 2015). 
Tantangan bagi fiskus adalah membuat masyarakat sadar pajak, oleh karena itu 
fiskus butuh memahami perilaku wajib pajak. Sumbangan yang dapat dilakukan 
oleh akademisi adalah memodelkan perilaku wajib pajak yang dapat dirujuk oleh 
fiskus dalam membuat kebijakan perpajakan, utamanya untuk mencapai 
kesadaran wajib pajak yang lebih baik.   

Riset kepatuhan pajak di negara berkembang dapat dikatakan unik 
karena kedua hal berikut. Pertama, lingkungan negara berkembang berbeda 
dengan negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Di negara berkembang, 
pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar kepada pemerintah daripada 
sebagai kontribusi untuk penyediaan barang atau fasilitas publik (Asaminew, 
2010). Mekanisme perpajakan tidak memungkinkan individu untuk memastikan 
apakah utilitas yang ia terima sebanding dengan jumlah pajak yang dibayar. 
Kedua, rendahnya kepercayaan otoritas pajak kepada wajib pajak sehingga 
hubungan antara fiskus dengan wajib pajak di negara berkembang dapat 
dikatakan sebagai hubungan “cops and robbers” (Kirchler et. al. 2008). 
Implikasinya individu menjadi patuh dengan mekanisme koersif misalnya dengan 
penalti, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak atau enforced tax compliance. Namun 
rasio jumlah fiskus dan wajib pajak yang sangat tidak sebanding menyebabkan 
mekanisme koersif kurang efektif sehingga diperlukan kesukarelaan individu 
untuk taat pajak. 
 

 
2. TINJAUAN LITERATUR 

 
Perkembangan Penelitian Kepatuhan Pajak 
Model Tradisional 

Secara inheren, individu tidak suka membayar pajak sehingga aparat 
pajak menggunakan mekanime enforcement. Fiskus biasa menggunakan 
negative reinforcement dalam bentuk denda, hukuman pidana. Pandangan 
konvensional mengartikan bahwa individu membayar pajak karena takut 
hukuman, takut membayar penalti atau denda fiskus disamping harus membayar 
tagihan pajak. Fiskus pun berpandangan bahwa wajib pajak tidak melaporkan 
jumlah penghasilan yang sesungguhnya kecuali dilakukan pemeriksaan pajak. 
Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat diperoleh dengan mekanisme koersif.  
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Secara teori, fenomena ini dapat dijelaskan dengan pemikiran Becker 
(1968), yaitu hukuman dapat membuat individu menjadi patuh karena individu 
mempertimbangkan manfaat ekonomi ketika berbuat negatif. Model kejahatan 
bermotif ekonomi Becker (1968) dijadikan dasar Allingham dan Sandmo (1972) 
dalam memodelkan pengambilan keputusan kepatuhan pajak individu. Allingham 
dan Sandmo (1972) menyatakan kepatuhan pajak hanya dapat dicapai dengan 
enforcement sehingga penghasilan yang dilaporkan berbanding lurus dengan  
penalti pajak dan kemungkinan mendapat hukuman dari fiskus. Dari sudut 
pandang ekonomi, wajib pajak diasumsikan sebagai pembuat keputusan yang 
rasional yang berusaha memaksimalkan utilitas personal. Bangunan teori dari 
pandangan konvensional tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dapat 
meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan aktivitas pemeriksaan 
pajak dan pemberian denda atau penalti yang tinggi. 

Teori rational expectation menyatakan bahwa pembayar pajak 
(taxpayers) mempertimbangkan probabilitas mereka diperiksa dan didenda 
dalam kasus penggelapan pajak. Menurut teori tersebut, pembayar pajak hanya 
akan taat tehadap aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan 
diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi (Allingham dan Sandmo 1972). Jumlah 
penghasilan yang dilaporkan akan mendekati jumlah penghasilan yang 
sesungguhnya jika kos yang ditanggung akibat tidak patuh melebihi manfaat 
yang ia terima, yaitu pajak yang tidak dibayar dari penghasilan yang tidak 
dilaporkan. Namun model teoritis tersebut dinilai terlalu sederhana untuk 
menganalisis keputusan wajib pajak untuk melaporkan jumlah aktual penghasilan 
yang diterima2. Hal ini berimplikasi bahwa model teoritis tradisional perlu 
dikembangkan dengan memasukkan faktor yang tidak hanya didasarkan pada 
model ekspektasi utilitas.   

 
Tahap Lanjutan – Pergeseran Paradigma “Rasional” ke Paradigma “Social” 

Dalam review yang dilakukan oleh Kirchler (2007) pengaruh dari 
deterrence factor terhadap kepatuhan pajak adalah inkonklusif. Beberapa riset 
menunjukkan hubungan positif dan terdapat pula riset yang menunjukkan 
hubungan sebaliknya (Andreoni, Erard, dan  Feinstein 1998; Fischer, Wartick, 
dan Mark 1992; Frey 2003). Inkonsistensi tersebut seharusnya diartikan dari 
sudut pandang subjektif bukan dari sudut pandang objektif faktor deterrence 
(Kirchler, Hoelzl, and Wahl 2008, Fischer, Wartick, and Mark 1992). Kekuasaan  
otoritas mungkin tidak mampu membuat faktor deterrence efektif terhadap 
kepatuhan pajak kecuali dimoderasi persepsi dan evaluasi subjektif wajib pajak 
tentang kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi kecurangan pajak dan 
mencegah penggelapan pajak (Fischer, Wartick, and Mark 1992).  

Perkembangan penelitian selanjutnya memasukkan faktor psikologi baik 
individu maupun sosial. Tahapan perkembangan riset kepatuhan pajak terdiri 
atas dua tahapan. Tahap pertama adalah perubahan riset yang semula 
berorientasi pada faktor ekonomis ke arah faktor psikologis individu. Tahap 
kedua, yang terbaru, adalah munculnya faktor sosial dan kemasyarakatan 
(societal) (Alm 2013 dan Alm et. al. 2012). 

                                                           
2
 Alm (1991) menyebutkan bahwa Internal Revenue Service (Badan Fiskal di Amerika Serikat) 

telah mengidentifikasi 64 faktor yang dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam 

melaporkan jumlah penghasilan.  
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Penjelasan awal tentang kepatuhan pajak salah satunya berasal dari 
motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak (Erard & Feinstein, 1994; 
Gordon, 1989; Posner, 2000; Traxler, 2010). Motivasi intrinsik ini disebut sebagai 
moral pajak (tax morale). Moral pajak didefinisikan sebagai kewajiban moral 
untuk membayar pajak (Torgler & Schneider, 2007). Sebagai misal Torgler and 
Schaffner (2007) menunjukkan hubungan signifikan antara penggelapan pajak 
(tax evasion) dengan moral pajak. Hasil ini selanjutnya mendorong riset lanjutan 
yang mempertanyakan perbedaan moral pajak pada setiap individu dan faktor-
faktor yang menentukan moral pajak individu. Torgler and Schaffner (2007) juga 
menyebutkan bahwa moral pajak jarang didiskusikan dalam literatur kepatuhan 
pajak. Moral pajak pada umumnya juga digunakan sebagai eksplanasi residual 
tanpa merujuk faktor-faktor yang membentuk moral pajak individu.  

Riset awal membuktikan bahwa sikap positif terhadap otoritas pajak, 
sistem perpajakan, dan kepercayaan terhadap pejabat publik dapat 
meningkatkan moral pajak (Torgler & Schaffner, 2007). Riset lain menguji bahwa 
perasaan kewajiban bernegara (sense of civic duty) menentukan moral pajak 
(Frey, 1997a, 1997b). Selanjutnya, Orviska and Hudson (2002) menunjukkan 
bahwa perasaan kewajiban warga negara dan kepatuhan terhadap hukum yang 
berlaku merupakan faktor yang penting untuk mencegah penggelapan pajak. 
Kesadaran kewajiban sebagai warga negara berimplikasi pada persepsi individu 
dalam menilai apakah penggelapan pajak merupakan perilaku yang benar atau 
salah. Penilaian tersebut selanjutnya mempengaruhi perilaku penggelapan pajak.  

Moral pajak juga diartikan sebagai norma sosial yang berhubungan 
dengan persepsi normatif individu dan perilaku moral dalam membayar pajak 
kepada negara atau daerahnya. Wenzel (2004, 2005) melakukan riset yang 
berkontribusi penting dalam literatur kepatuhan pajak. Ia meneliti tentang 
pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan pajak. Menurutnya, kepatuhan pajak 
memerlukan peran penting proses identifikasi sosial sebagaimana dijelaskan 
dalam teori identitas sosial (social identity theory) (Turner, 1991; Turner, Hogg, 
Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987).  

Wenzel (2004) mempelajari pengaruh social injunctive norms terhadap 
pajak, yaitu kepercayaan individu terhadap orang lain (dalam grup yang sama, 
daerah atau negara yang sama) mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan. 
Social injunctive norms hanya berlaku bagi individu yang berkaitan erat dalam 
grup namun tidak berlaku bagi individu yang tidak merasa sebagai bagian dari 
grup. Menurut Wenzel (2004, 2005), proses identifikasi social merupakan proses 
internalisasi norma sosial menjadi norma personal (individu). Proses identifikasi 
sosial ini selanjutnya memediasi pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan 
pajak.  

Usaha untuk mencari faktor anteseden motivasi intrinsic (moral pajak) 
dan kesukarelaan individu dalam membayar masih belum banyak dilakukan. 
Sementara literatur menunjukkan hubungan yang kuat antara moral pajak 
dengan tingkat kepatuhan pajak (Torgler dan Schaffner 2007). Berbeda dengan 
Wenzel (2004), Brizi et. al. (2015) menginvestigasi orientasi nilai sosial (social 
values orientation) sebagai anteseden dari moral pajak. Hasil riset menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan kausalitas antara orientasi nilai sosial dengan 
keinginan untuk tidak taat pajak dan hubungan tersebut dimediasi oleh moral 
pajak. Berdasarkan pemikiran Torgler dan Schaffner (2007), potensi riset ke 
depan adalah menguji faktor anteseden lain yang berpotensi menentukan moral 
pajak, yaitu:  
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1. social values orientation Brizi et. al. (2015) 
2. sikap positif terhadap otoritas pajak, system perpajakan, dan 

kepercayaan terhadap pejabat publik (Torgler & Schaffner, 2007) 
3. perasaan kewajiban bernegara (sense of civic duty) (Frey, 1997a, 

1997b) 
4. perasaan kewajiban warga negara dan kepatuhan terhadap hukum 

yang berlaku (Orviska and Hudson, 2002) 

Selain moral pajak, isu lain yang banyak dibahas pada penelitian 
kepatuhan pajak adalah fairness.3 Pentingnya keadilan (fairness) sebagai faktor 
yang dipertimbangkan pada keputusan kepatuhan pajak dimulai dari Schmolder 
(1960). Postulat yang dikemukakan oleh Schmolder (1960) menyatakan bahwa 
perlakuan tidak adil terhadap wajib pajak satu dengan lainnya atau ketidakadilan 
dalam pemanfaatan fasilitas publik dapat menjadi determinan moral pajak. 
Meskipun fairness merupakan variabel yang penting untuk menjelaskan 
kepatuhan pajak, reviuw penelitian empiris yang menguji hubungan antara 
fairness dengan kepatuhan pajak menunjukkan ketidakkonsistenan (Devos 2014; 
Richardson and Sawyer 2001)4. Ketidakkonsistenan penelitian empiris tersebut 
disebabkan konstruk variabel fairness bersifat multidimensional (Devos 2014). 

Merujuk pada (Wenzel 2003), konsep/teori keadilan dalam konteks 
perpajakan dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) distributive justice, (2) procedural 
justice5, dan (3) retributive justice. Dimensi distributive justice ini dapat dibedakan 
menjadi tiga kategori, yaitu horizontal fairness, vertical fairness dan exchange 
fairness (Devos 2014; Kirchler 2007). Reviu yang dilakukan (Kirchler 2007), 
menunjukkan bahwa penelitian empiris pada ketiga dimensi fairness tersebut 
masih belum mencapai konsensus. Selain itu, reviu penelitian mengenai dimensi 
distributive fairness yang dilakukan (Devos 2014) menunjukkan 
ketidakkonsistenan hubungan antara distributive fairness dengan kepatuhan 
pajak. Kelemahan lain konsep/teori fairness pada penelitian kepatuhan pajak 
adalah ketidakjelasan hubungan kausalitas antara fairness dengan kepatuhan 
pajak. Persepsi mengenai ketidakadilan menyebabkan tax evasion (sebagai 
katalisator) namun wajib pajak dapat menggunakan ketidakadilan sistem 
perpajakan sebagai justifikasi atau rasionalisasi ketidakpatuhan yang dilakukan 
(Devos 2014; Kirchler 2007; Richardson and Sawyer 2001). Riset 

                                                           
3 Pada konteks distributive fairness, istilah fairness dan equity merujuk 

pengertian yang sama (interchangably) (Devos 2014). 

4 Sebagai misal penelitian mengenai peran keadilan prosedural untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak menunjukkan hasil tidak konsisten. (Alm and 

Jackson 1993) dan (Murphy 2004) menunjukkan pengaruh positif keadilan 

prosedural terhadap kepatuhan pajak, namun pengujian yang dilakukan (Porcano 

1988) dan (Worsham 1996) tidak menunjukkan pengaruh keadilan prosedural 

terhadap kepatuhan pajak.  

5 (Worsham 1996) membedakan procedural justice menjadi dua konstruk yaitu: 

konsistensi dan keakuratan. 
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selanjutnya tentang faktor psikologis dan sosial yang menentukan kepatuhan 
pajak tidak mengartikan bahwa pemeriksaan pajak dan denda pajak sudah tidak 
berguna. Sebaliknya, determinan kepatuhan pajak dari faktor ekonomi dan 
psikologi-sosial dapat digunakan sebagai faktor yang saling melengkapi 
(komplementer). Dengan demikian potensi riset mendatang dapat dilakukan 
dengan menginteraksikan faktor ekonomi dan faktor  psikologi-sosial dalam 
menginvestigasi perilaku wajib pajak. 

3. Pembahasan 

Keterbatasan model tradisional (atau model ekonomi) dan juga kelemahan 
pendekatan teori lain (misalnya teori fairness, norma) melatarbelakangi 
munculnya pendekatan yang mengintegrasikan pendekatan ekonomi dan non-
ekonomi. Konsep yang cukup menjanjikan untuk menjelaskan kepatuhan patuh 
sekaligus mengintegrasikan faktor ekonomi dan psikologis dalam sebuah model 
untuk memahami kepatuhan pajak adalah slippery slope model.   

Slippery Slope Model  
Perkembangan selanjutnya riset kepatuhan pajak menggunakan 

pendekatan dalam rerangka teori “slippery slope” (Kirchler, 2007; Kirchler, Hoelzl, 
& Wahl, 2008). Teori ini mengasumsikan bahwa variabel-variabel psikologi sosial 
dan detterence berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel 
psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (voluntary 
tax compliance) sedangkan variabel detterence cenderung mempengaruhi 
kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak 
yang dipaksakan/enforced tax compliance). Teori slippery slop diilustrasikan 
seperti pada Gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2. Teori Slippery Slope 

 

Sumber: Kirchler, Hoelzl, Wahl (2008) 
 

Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung 
pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (trust in authorities). 
Kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak cenderung akan meningkatkan 
persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak (power of authorities) yang akan 
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mempengaruhi enforced tax compliance. Sedangkan, peningkatan kepercayaan 
masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan 
kepatuhan pajak sukarela. 

Rerangka teori slippery slope terdiri atas tiga dimensi yaitu: (1) 
kepercayaan terhadap otoritas pajak (trust), (2) kekuasaan otoritas pajak 
(power), dan (3) pembayaran pajak. Kepercayaan terhadap otoritas pajak dan 
kekuasaan otoritas pajak diasumsikan dapat menentukan pembayaran pajak. 
Ketika trust dan power berada pada level minimum maka pembayaran pajak 
akan rendah, wajib pajak akan berperilaku egois, memaksimalkan keuntungan 
dengan melakukan penggelapan pajak. Ketika trust meningkat maka 
pembayaran pajak juga akan meningkat. Ketika power meningkat maka 
pembayaran pajak juga diasumsikan akan meningkat. 

Teori slippery slope menggambarkan iklim pajak pada masyarakat 
tertentu dapat bervariasi dalam sebuah kontinum, yaitu antara iklim permusuhan 
antara wajib pajak dengan fiskus (antagonistic) dan iklim hubungan kerjasama 
(synergistic state). Pada iklim antagonis, otoritas pajak dapat memaksa individu 
untuk taat pajak dengan pemeriksaan pajak dan denda. Pada iklim sinergis, 
wajib pajak berpersepsi bahwa otoritas pajak adalah bagian dari komunitas yang 
sama sehingga wajib pajak secara sukarela taat pada aturan pajak.  

Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan tinggi terhadap otoritas pajak, 
wajib pajak berada dalam iklim sinergis. Wajib pajak termotivasi secara moral 
untuk berkontribusi terhadap komunitas dan mau membayar pajak secara 
spontan. Dengan demikian, pembayaran pajak yang berasal dari kepercayaan 
terhadap otoritas pajak menunjukkan karakter kepatuhan yang bersifat sukarela. 
Wajib pajak memenuhi kewajibannya karena berkomitmen terhadap peraturan 
perpajakan. Ketika kekuasaan otoritas pajak meningkat dan otoritas pajak 
dianggap tidak menunjukkan perilaku yang dapat dipercaya, maka wajib pajak 
berpersepsi kondisi tersebut sebagai iklim antagonis. Mereka akan 
mempertimbangkan bahwa melakukan tax evasion akan lebih menguntungkan. 
Mereka akan membayar pajak jika biaya yang harus dikeluarkan akibat tax 
evasion lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang didapat. Dalam kondisi ini, 
pembayaran pajak muncul dari paksaan yang dilakukan oleh otoritas yang 
berkuasa (enforced tax compliance). Dengan demikian, perbedaan antara 
kepatuhan pajak sukarela dan enforced terletak pada motivasi yang mendasari 
untuk berperilaku patuh.           

 
 

3. KESIMPULAN 
 

Penelitian kepatuhan pajak masih menjanjikan isu penelitian yang layak 
untuk diteliti karena belum tercapai konsensus. Kelemahan utama model 
tradisional untuk menjelaskan kepatuhan pajak adalah pengabaian faktor 
psikologis. Model tradisional hanya mempertimbangkan faktor ekonomi (yaitu 
pemeriksaan pajak, denda, tarif pajak dan penghasilan) untuk menjelaskan 
ketidakpatuhan pajak. Beberapa alternatif model penelitian dapat dikembangkan 
dengan untuk menjelaskan fenomena kepatuhan pajak. Teori slippery slope 
dapat menjadi alternatif model penelitian kepatuhan pajak untuk mengatasi 
kelemahan model penelitian sebelumnya. Slippery slope model menawarkan 
pendekatan yang mengintegrasikan faktor ekonomi dan faktor psikologis dalam 
menjelaskan kepatuhan pajak.  
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